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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan, yang memeriksa dan menagdili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara permohonan Poligami antara:

, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat
tempat tinggal di Jin. Sipirok No.6 Kecamatan Medan
Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam
hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Revi Fauzi Putra Mina, S.H., M.H; dan

2. Rahmad Syaputra Harahap,SH.,MH;
Advokat pada Law Firm RFR&PARTNER’S, beralamat di
JI. Bromo Gg. Santun Kel. Tegal Sari Ill Kec. Medan Area,
Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 11 April 2011, sebagai Pemohon;

melawan

, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat
di Jin. Flores, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan semua surat yang

bersangkutan;

Telah mendgar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di

persidangan;

Hal. 1 dari 21 halaman Put. No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

79l.21.10.20
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September
2020, terdaftar di Kepanteraan Pengadilan Agama Medan Nomor
2105/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 14 September 2020, megemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan
secara sah pada tanggal 30 Desember 1993 yang tercatat di Kantor Urusan
Agama Pematang Siantar, Kota Siantar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah

No. 159/12/XI11/1993, tertanggal 30 Desember 1993;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon masih

dalam status jejaka dan perawan;
3. Bahwa atas pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terhitung

dari tahun 1993 sampai dengan permohonan ini dibuat, telah dikaruniai 1

(satu) orang anak atas Nama Nindya Aviola Asryza;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon terhitung

mulai Desember 1993 sampai sekarang ini tidak ada kecekcokan dan juga
sampai saat ini masih dalam hubungan baik kepada Temohon serta
Pemohon masih menjalankan tugas dan tanggngungjawabnya selaku

seorang suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa terhitung pada tahun 2013 Termohon mengalami penyakit stroke

sampai saat ini;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya melakukan pengobatan baik secara

medis maupun non medis (obat tradisional) hingga saat ini;
7. Bahwa upaya Pemohon dalam hal melakukan pengobatan kepada

Termohon tidak menghasilkan sesuai dengan harapan antara Pemohon dan

Termohon;
8. Bahwa atas usaha yang dilakukan untuk mengobati penyakit Termohon

tak kunjung sembuh, atas penuh rasa sayang Termohon kepada Pemohon,
maka Termohon memberikan solusi kepada Pemohon untuk melakukan
pernikahan kepada wanita lain yang tak lain adalah seorang teman dekat
Termohon dan cara yang dilakukan Termohon adalah dengan cara
memperkenalkan seorang perempuan (teman dekatnya Termohon) dengan
identitas sebagai berikut:

- Nama : Asmar, S.Psi, M.Si;

Hal. 2 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Tgl.21.10.20

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Umur : 51 tahun;

- Tempat tanggal lahir : Medan, 09 Desember 1969;

- Pekerjaan : Psikiater/Psikolog
- Alamat : Perum Jatimulyo Baru
Block D-13,Kel. Kricak, Kec. Tegal Rejo,Kota
Yogyakarta;

9. Bahwa dasar Termohon mengenalkan dan memberikan ijin untuk
menikah lagi kepada teman dekat Termohon adalah Termohon sadar
dengan keadaan Termohon yang tidak bisa lagi untuk melayani Pemohon
dalam melakukan hubungan layaknya suami istri karena sakit yang diderita
oleh Termohon, maka Termohon dengan penuh rasa sadar untuk
mengijinkan Pemohon melakukan pernikahan dengan orang yang bernama
Asmar, Spi.,, M.Si Binti Ridwan yang tak lain adalah teman dekat
Termohon, dan juga Termohon menimbang dari pada Pemohon yang
sampai saat ini masih sah menjadi suaminya takut berbuat atau melanggar

larangan agama;
10. Bahwa dasar Termohon mengenalkan dan memberikan ijin untuk

menikah lagi kepada teman dekat Termohon adalah Termohon sadar
dengan keadaan Termohon yang tidak bisa lagi untuk melayani Pemohon
dalam melakukan hubungan layaknya suami istri karena sakit yang diderita
oleh Termohon, maka Termohon dengan penuh rasa sadar untuk
mengijinkan Pemohon melakukan pernikahan dengan orang yang bernama
Asmar, S.Psi.,M.Si Binti Ridwan yang tak lain adalah teman dekat
Termohon, dan juga Termohon menimbang dari pada Pemohon yang
sampai saat ini masih sah menjadi suaminya takut berbuat atau melanggar

larangan agama;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini masih saling

mencintai dan selain itu Termohon juga menyetujui dan mengijinkan kalau
Pemohon menikah lagi dengan orang yang bernama Asmar, S.Psi., M.Si
Binti Ridwan, bahkan Termohon juga tidak keberatan kalau di madu

dengan Asmar, S Psi., M.Si Binti Ridwan;
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk menafkahi istri-istrinya serta

anak-anakya karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil

Kementrian Pendidkan dan Kebudayaan dan juga sebagai pengelola SMP-
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IT Nurul limi dengan penghasilan rata-rata Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima

Juta Rupiah);
13. Bahwa Pemohon juga berjanji akan berlaku dan bersikap adil

kepada istri-istrinya dan anak-anaknya, vide surat pernyataan terlampir;
Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon
mohon kepada Pengadilan Agama Medan untuk memutus sebagai berikut:
Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ijin poligami Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan

perempuan yang bernama: Asmar, S. Psi., M,Si Binti Ridwan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair
- Apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon putusan
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon
telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan,
terhadap panggilan mana Pemohon yang didampingi kuasanya dan Termohon
telah datang menghadap dimuka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,

akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya
tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penambahan dan penyempurnaan
secara lisan dipersidangan sebagaiberikut:

- Bahwa Pemohon mencoret dalil permohonan Pemohon pada posita

angka 10, karena sudah diuraikan pada posita angka 9;

- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah

diperoleh harta bersama berupa:
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1. Uang dan perhiasan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus
juta rupiah);

2. Tanah seluas 1 (satu) Ha, berlokasi di Sei Mencirim, Kabupaten
Deli Serdang;

3. Tanah dan Bangunan berlokasi di JI. Kapt. M. Jamil Lubis No.139,

Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
4. Kendaraan Roda 2, dipakai sehari-hari;

5. Kendaraan Roda 2, dipakai anak yang berada di Kota Bandung;
6. Kendaraan Roda 4, merek Toyota Avanza;

- Bahwa Pemohon memohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai

harta bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa dengan demikian Pemohon menyempurnakan petitum
permohonan Pemohon menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2, Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi
(poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama: Asmar, S.Psi.,
M.Si Binti Ridwan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Praktisi
Psikolog, tempat tinggal di Perum Jatimulyo Baru Blok F2 RT 28 RW.06,
Keluarahan Kricak, Kecamatan Tehgalrejo, Kota Yogyakarta;
3. Menetapkan harta benda berupa :
a. Uang dan perhiasan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus
juta rupiah);

b. Tanah seluas 1 (satu) Ha, berlokasi di Sei Mencirim, Kabupaten

Deli Serdang;

c. Tanah dan Bangunan berlokasi di JI. Kapt. M. Jamil Lubis N0.139,
Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota
Medan;

d. Kendaraan Roda 2, dipakai sehari-hari;
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e. Kendaraan Roda 2, dipakai anak yang berada diKota Bandung;
f. Kendaraan Roda 4, merek Toyota Avanza;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon
telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah tanggal
30 Desember 1993, dan benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai

anak 1 (satu) orang bernama: Nindya Aviola Asryza;
- Bahwa benar pada saat pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan

Termohon berstatus perawan;
- Bahwa benar selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon sampai

dengan saat ini tidak ada masalah, Pemohon dan Termohon masih

menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- Bahwa benar Termohon telah menderita sakit stroke sejak tahun 2013

hingga saat ini, dan benar Pemohon telah berupaya melakukan pengobatan
baik secara medis maupun non medis (obat tradisional) hingga saat ini,

namun belum sembuh secara maksimal;
- Bahwa benar Termohon tidak bisa lagi untuk melayani Pemohon dalam

hal melakukan hubungan suami istri karena sakit yang diderita oleh

Termohon;
- Bahwa benar Termohon memberikan solusi kepada Pemohon untuk

melakukan pernikahan kepada wanita lain yang merupakan teman dekat
Termohon yang bernama: Asmar, S.Psi, M.Si Binti Ridwan, seorang janda
cerai hidup dan bekerja sebagai Psikiater/Psikolog, yang saat ini berdomisili

di Yugyakarta;
- Bahwa benar Termohon setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah

lagi dengan teman baik Termohon yang bernama Asmar, S.Psi., M.Si Binti
Ridwan, tersebut karena Termohon sendiri yang menyuruh dan
memperkenalkannya kepada Pemohon;
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- Bahwa Termohon tidak pernah dipaksa atau diintimidasi oleh Pemohon
untuk menyetujui Pemohon berpoligami, karena calon isteri kedua

Pemohon adalah teman akrap Termohon sendiri;
- Bahwa Termohon yakin Pemohon sanggup menafkahi Termohon dan

calon isteri kedua Pemohon tersebut karena Pemohon mempunyai
penghasilan yang lumanyan dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri

Sipil, dan juga sebagai pengelola SMP-IT “Nurul lImi”;
- Bahwa benar selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon hingga

saat ini mempunyai harta bersama sebagaimana disebutkan Pemohon;
Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon isteri

kedua Pemohon (Asmar) melalui persidagan Telecomprence, pada pokoknya

sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama Azhar Aziz, karena beliau

pernah sebagai Dosen saya, dan kenal dengan Termohon bernama Neni

Rachmazani karena sahabat dekat saya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, dan telah

dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa status saya saat ini adalah Janda cerai hidup, dan asli akta cerai

saya ada pada saya sedangkan fotokopinya sudah saya serahkan kepada

Pemohon;

- Bahwa pekerjaan saya saat ini adalah Psikiater/Psikolog di Yogyakarta;

- Bahwa benar saya adalah calon isteri kedua Pemohon;

- Bahwa benar Termohon yang mencalonkan saya menjadi isteri kedua

Pemohon;
Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalii permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1271141412050008, tanggal 27-
12-2013, a.n. Kepala Keluarga: Azhar Aziz, PSI, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Bukti
tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan

dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti: P-1;

2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271142401670001,
tanggal 26-02-2013, a.n. Azhar Aziz, Psi, yang dikeluarkan oleh
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Pemerintah Kota Medan. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup
dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai

dengan aslinya, diberi tanda bukti: P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 127114480866007, a.n.
Neni Rachmazani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan. Bukti
tersebut yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan
dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi
tanda bukti: P-3;

4, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/12/X11/1993, tanggal 30-
12-1993, a.n. Azhar Aziz Bin DR. H. Djohan Aziz dan Neni
Rachmazani Binti Abdul Rachman, yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kecamatan Siantar, Kota Siantar. Bukti tersebut telah
dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di

persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti: P-4;

5. Fotokopi Surat Izin Poligami Nomor: 530/LLI/KP/2020, tanggal 12
Agustus 2020, a.n. Azhar Aziz, S.Psi., MA., Psikolog, yang dikeluarkan
oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah | Medan. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai
cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata

sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti; P-5;

6. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan IIl untuk
bulan Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh  Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah | Medan. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai
cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata

sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti; P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Gaji Nomor: 265/SMPIT-NI/VI11/2020,
tanggal 19 Agustus 2020, a.n. Azhar Aziz, S.Psi, M.A, yang dikeluarkan
oleh Yayasan Pendidikan Haji Agussalim SMP Islam Terpadu (SMPIT) “
Nurul Ilmi. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah
dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan

Hal. 8 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Tgl.21.10.20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, diberi tanda bukti: P-7;

8. Fotokopi Daftar Gaji bulan Mei a.n. Azhar Aziz, S.Psi, M.A
Psikolog, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim
LPIT Nurul llmi, Percut Sei Tuan pada tanggal 2 Juni 2020. Bukti
tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan
aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda
bukti; P-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 16 Agustus yang
ditandatangani oleh Azhar Aziz S.Psi., MA., Psikolog. Bukti tersebut
telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya

dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti; P-9;

10. Fotokopi Surat Daftar Harta tanggal 05 Oktober 2020, yang
ditandatangani oleh Azhar Aziz,Psi, dan Neni Rachmazani, M.Pd. Bukti
tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan
aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda
bukti; P-10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan tanggal 15 Juli 202,
yang ditandatangani oleh Nani Rahmazani. Bukti tersebut telah dibubuhi
meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan,
ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti; P-11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 34710112607170002, tanggal
27-12-2018, a.n. Kepala Keluarga: Asmar, S.Psi., M.Si., M.Psi.,
Psikolog yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kota Yogyakarta. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan
setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai
dengan aslinya, diberi tanda bukti: P-12;

13. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor: 3471014912690001, a.n.
Asmar, S.Psi., M.Si, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Yogyakarta. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah
dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan
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aslinya, diberi tanda bukti: P-13;

14. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0301/AC/2017/PA.Yk, tanggal 6 Juli
2017, a.n. Asmar Binti Ridwan, dan Heryzal, S. Bin Syahruddin, yang
dikelurkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Bukti tersebut telah
dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di

persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti: P-14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan tangal 20 Juli 2020, yang
ditandatangani oleh Asmar, S.Psi., M.Si., Psikolog dan Azhar Aziz
S.Psi., MA., Psikolog. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan
setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai
dengan aslinya, diberi tanda bukti: P-15;
B. Saksi:

1. Eliza Angraini Aziz Binti H. Djohan Aziz, umur 42 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di
Jalan Kapten M. Jamil Lubis, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan
Medan Tembung, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan

sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

Pemohon adalah abang kandung saksi dan Termohon adalah kakak

ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri,

dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2013 Termohon telah mengalami sakit

stroke;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan

seorang perempuan bernama Asmar yang merupakan teman dekat

Termohon dan juga pernah sebagai mahasiswa Pemohon;
- Bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan dengan rencana

pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sanggup beristeri dua, karena Pemohon bekerja

sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai Pengelola sebuah

Yayasan SMP-IT Nurul llmi di Percut, Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon tidak ada memaksa Termohon untuk menyetujui

rencana poligami Pemohon tersebut;
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2. Wulidatul Muslimah, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan
S2, pekerjaan Konsultan, tempat tinggal di Jalan Selamat No.11-B,
Keluarahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

Termohon adalah teman dekat saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri,

dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2013 Termohon telah mengalami sakit

stroke;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan

seorang perempuan bernama Asmar yang merupakan teman dekat

Termohon dan juga pernah sebagai mahasiswa Pemohon;
- Bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan dengan rencana

pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sanggup beristeri dua, karena Pemohon bekerja

sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai Pengelola sebuah

Yayasan SMP-IT Nurul llmi di Percut, Deli Serdang;
- Bahwa Termohon tidak ada dipaksa atau diintimidasi Pemohon

agar untuk menyetujui rencana poligami Pemohon, karena setahu
saksi Termohon sendiri yang menyuruh dan menunjukkan calon isteri
kedua Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan
dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, dan
mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan pada pokoknya menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan
permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;
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Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata
Pemohon beragama Islam mengajukan permohonan izin poligami terhadap
Termohon yang juga Bergama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah

kewenaNgan Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon
dan Termohon telah menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya

mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap untuk memenuhi ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, terhadap Pemohon dan Termohon
telah dilakukan mediasi oleh seorang mediator yaitu: Drs. Lisman, S.H., M.H.,
dan berdasarkan laporan mediator tersebut ternya mediasi tidak berhasil

mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah permohonan izin Poligami,
dimana Pemohon memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada
Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan (poligami) yang
bernama Asmar, S.SPsi., M.Si, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan
Psikiater/Psikolog dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah tanggal 30
Desember 1993, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu)

orang, bernama Nindya Aviola Asryza;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon masih

dalam status jejaka dan perawan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat

ini masih dalam hubungan baik, Pemohon masih menjalankan tugas dan

tanggngungjawabnya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga;
4. Bahwa sejak tahun 2013 Termohon mengalami penyakit stroke,

Pemohon telah berupaya melakukan pengobatan baik secara medis
maupun non medis (obat tradisional) hingga saat ini, namun tidak berhasil

sembuh secara maksimal;
5. Bahwa oleh karena Termohonan dalam keadaan sakit dimana

Termohoan sadar bahwa Termohon tidak bisa lagi untuk melayani Pemohon
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dalam melakukan hubungan layaknya suami istri maka karena rasa sayang
Termohon kepada Pemohon maka Termohon memberikan solusi kepada
Pemohon dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi
dengan wanita lain yang tak lain adalah teman dekat Termohon sendiri

yang bernama Asmar, S.Psi., M.Si Binti Ridwan;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk menafkahi istri-istrinya serta anak-

anakya karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga
sebagai pengelola SMP-IT Nurul lImi dengan penghasilan rata-rata

Rp25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon juga berjanji akan berlaku adil kepada istri-istrinya dan

anak-anaknya;
Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan ternyata
Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan

Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa begitupun keterangan isteri kedua Pemohon telah
mengakui dan membenarkan serta menyetujui maksud permohonan Pemohon,

sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalii permohonannya
Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat (P-1 s/d P-15) dan saksi 2 (dua)
orang sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-15) ternyata adalah fotokopi
yang telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya dengan
demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat

dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, dan P-3, ternyata saling
bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah
sebagai Kepala Keluarga dan Termohon sebagai isteri dan keduanya
tercatat sebagai warga Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan
Tembung, Kota Medan. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan Pemohon dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi

syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti;
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Menimbang, bahwa bukti P-4 ternyata akta otentik menerangkan
bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon
pada tanggal 21 Desember 1993. Bukti tersebut relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan Pemohon dengan demikian bukti tersebut telah

memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukii;

Menimbang, bahwa bukti P-5 ternyata surat izin untuk melkukan
poligami dari pejabat atasan pada instansi tempat Pemohon bekerja.
Bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon
dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga

dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-6, P7 dan P-8, ternyata saling
berhubungan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon
memperoleh  Gaji atau penghasilan sebagai PNS sejumlah
Rp4.570.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan
sebagai Kepala SMP-IT Nurul limi, sejumlah Rp8.350.000,00 (delapan
juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Bukti tersebut relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon dengan demikian bukti
tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai
bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-9, ternyata Surat Pernyataan Berlaku
Adil, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon siap berlaku adil
terhadap isteri pertama dan isteri keduanya. Bukti tersebut relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon dengan demikian bukti
tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai
bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-10, pada pokonya menerangkan
bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah
diperoleh harta bersama berupa: a) Uang dan perhiasan senilai
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), b) Tanah dan Bangunan
berlokasi di Kapt. M. Jamil Lubis No0.139, Kel. Bandar Selamat
Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, c) Kendaraan Roda 2, yang
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saat ini dipakai sehari-hari, d) Kedaraan Roda 2, yang saat ini dipakai
anak Pemohon dan Termohon yang berada di Kota Bandung, dan e)
Kendaraan Roda 4, Merk Toyota Avanza. Bukti tersebut relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon,
dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga

dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-11 ternyata adalah Surat Pernyataan
Tidak Keberatan, pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon setuju
dan tidak keberatan untuk dimadu. Bukti tersebut relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon,
dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga

dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-12, P-13, ternyata saling berhubungan
pada pokoknya menerangkan bahwa calon isteri kedua Pemohon,
bernama Asmar, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog, adalah sebagai Kepala
Keluarga tercatat sebagai Warga Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegal
Rejo, Kota Yogyakarta. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, dengan
demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat

diterima sebagai bukii;

Menimbang, bahwa bukti P-14, ternyata akta otentik,
menerangkan bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama Asmar
Binti Ridwan, telah bercerai dengan suaminya yang bernama Heryzal,
S. Bin Syahruddin, pada tanggal 6 Juli 2017. Bukti tersebut relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon dan tidak dibantah oleh
Termohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat

materil sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-15 ternyata Surat pernyataan, pada
pokoknya menerangkan bahwa Calon isteri kedua Pemohon yang
bernama Asmar, S.Psi., M.Si., Psikolog, berjanji tidak mencampuri hal-
hal berkaitan dengan keuangan yang bersumber dari instansi terkait
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dimana Pemohon bekerja sebagai ASN di LL Dkti Wilayah | Sumatera
Utara. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan
Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil

sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah tentang
hubungan hukum, terhadap mana Pemohon telah mengajukan bukti tertulis
berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P-3), Majelis Hakim berpendapat
sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Pemohon dengan
Termohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian Pemohon dan
Termohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan dan patut menjadi

pihak dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa, tidak terlarang
menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka
sidang, dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon tentang dalil pokok
permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang
bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, tidak terlarang
menjadii saksi dan memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah,
dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana

diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil pokok
permohonan Pemohon pada angka 1, 2 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang
bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti;
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Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Pemohon didukung dengan
pengakuan Termohon serta keterangan calon isteri kedua Pemohon terbukti

fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah tanggal 30
Desember 1993, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu)

orang, bernama Nindya Aviola Asryza;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan pertama;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat

ini masih dalam hubungan baik, Pemohon masih menjalankan tugas dan

tanggngungjawabnya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa sejak tahun 2013 Termohon mengalami penyakit stroke,

sehingga Termohon selaku isteri sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan
kewajibannya terutama dalam hal melayani Pemohon dalam hubungan

suami isteri;
- Bahwa Termohon telah memberikan izin secara lisan dan tertlis kepada

Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain yang merupakan teman

dekat Termohon sendiri yang bernama Asmar, S.Psi., M.Si Binti Ridwan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai

Kepala SMP-IT, Percut seituan dengan memperoleh penghasikan setiap
rata-rata detiap bulannya sejumlah Rp12.920.000,00 (duabelas juta

Sembilan ratus duapuluh ribu ruiah);
- Bahwa Pemohon telah menandatangani surat pernyataan berlaku adil

kepada istri-istrinya dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis hakim
berpendapat dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya
dengan demikian Majelois Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih lanjut
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Poligami, perlu lebih dahulu
mengetengahkan abstrak hukum tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi

sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
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2019 jo Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menentukan tukan

syarat fkultatif, sebagai berikut:
- Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 57 KHI:

“Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri

lebih dari satu jika:
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.;
- Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 58 KHI:

“Selain syarat- syarat sebagaimana tersebut si suami dalam mengajukan
permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

(o adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-

isteri dan anak-anak mereka;

2. Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, menentukan bahwa persetujuan isteri atau isteri-isteri
dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada
persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan

isteri pada sidang Pengadilan Agama.

3. Buku Il Edisi Revisi Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada halaman 140 angka (5)
dan angka (6) dan halaman 141 angka (9) dan (10):
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- Halaman 140 angka (5) menentukan:

“Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan
dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri
pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan
perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat
perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan
harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian
pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan
perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat”;

- Halaman 140 angka (6):

“Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas
harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, ketigadan ke empat
(seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang
diperuntukkan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi 1/3
(sepertiga)”;

Halaman 141 angka (9) dan (10) menentukan:
- Angka (9):

“Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan
permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya,
atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal
suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama
yang digambung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-
isterinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan hara bersama”;

- Angka (10):

“Dalam Hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta
bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami
sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan
harta bersama dalam permohonan izin poligami sebagaimana
dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin
poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan,
dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi

alasan hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang

perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor
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7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya dalam perkara dibebankan
kepada Pemohon;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Azhar Aziz Bin H. Djohan
Aziz) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon
bernama: Asmar, S.Psi., M.Si Binti Ridwan;

3. Menetapkan harta berupa :

3.1.Uang dan perhiasan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus

juta rupiah);

3.2. Tanah seluas 1 (satu) Ha, berlokasi di Sei Mencirim, Kabupaten
Deli Serdang;

3.3. Tanah dan Bangunan berlokasi di JI. Kapt. M. Jamil Lubis No.139,
Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota

Medan;

3.4. Kendaraan Roda 2, dipakai sehari-hari;

3.5. Kendaraan Roda 2, dipakai anak yang berada diKota Bandung;
3.6. Kendaraan Roda 4, merek Toyota Avanza;

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayaperkara sejumlah
Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Medan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami
Robinhot Kaloko, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imbalo, S.H.,
M.H., dan Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
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untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh H. Jumrik, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Robinhot Kaloko, S.H., M.H

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H
Panitera Pengganti,
t
H. Jumrik, S.H

Perincian Biaya

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp525.000,00
4. PNBP Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
5. Meterai Rp6.000,00
Jumlah Rp441.000,00;

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
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